GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ‘?‘ - TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong .
peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan
pemerintahan  daerah, telah  diberikan tambahan -
penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Gubernur K alimantan Barat
Nomor 22 Tahun 2021, '

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan .
perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor =~ =
22 Tahun 2021 dimaksud, perlu dilakukan penyeguajan SR
dan perubahan; N

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan -
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan CGubernur. =
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di ngkungan' L
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; :

Mergingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk T
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Z tentaﬁg -
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi - =
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan =~
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahus:; 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk":
Indonesia Nomor 1106); R

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur _:_5_-;3 :
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahui S
2014 Nomor 6, Tambahan Lembai an Negara Rep‘ubhk: T
Indonesia Nomor 5494); s : _ '
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10.

11.

12.

Undang—Undéng Nomor - 23 Tahun 2014 teﬁténQ{_-
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Repubhk" R

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran_” ﬁ'

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana -~ -
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Unc'tang-'_' T
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C}pta Kerja .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2020 N@mor_ -

245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza s -

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahuﬁ 2010 tentang . S
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Necrara Repubhk_.- Lk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lemba;s‘an‘ S

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang L e

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembazem Negara{-_'? e
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomwor 63, Tambahan =~ .~
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) L
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah_’f__- (R
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas. Peraturan .~
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen = .
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubizk Indonesnaf e i
Tahun 2020° Nomor 68, Tmnbahan Lembafan Negara" e

Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten’f:angﬁ ";';'.': iy
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara.._ff"-f_-.'_ i
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomioi 42, Tambahan =

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl 6322)

Peraturan Menteri Negara Peﬂdayagunaan Apai atur '_ __jf'ﬁ'
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011_7- L
tentang Pedoman Analisis  Jabatan -, (Bemta . Negara_ﬁ}f e o

Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 453)

Peraturan Menteri Negara _ Pendayagunaaﬂ _ Aparatmj:;f-
Negara dan Reformasi Buokram Nomor' 34 Tahun 2011':; S
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berzta | E\éega.t a o

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 454); .

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan | Aparatur ]
Negara dan Reformasi Birckrasi Norior 63 Tahun 2011;_.-_-5.‘"_[ L
tentang Pedoman Penataan. Sistem Ttmjanwan Kmez 38."' S

Pegawai Negeri,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Norror 35 Tahun 2012 : f:'.;.
tentang Analisis Jabatan di ngkungan Kementeman' SRR
Dalam WNegeri dan Pemerintah - Daergh (Eerzta Negara'--'__ SR

Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 483)

Peraturan Menteri Pendayagunaaﬁ Apa1 atur Negara dan_‘f':ﬁ o o
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun™ 2013 ’Lentang"-_';'_2:13:"'___-'.'_'-' hy
Penetapan Kelas Jabatan di nglmngan ‘Instansi -
Pemerintah (Berita Negara Repubhk Indonema Tahun L et

2013 Nomor 1636);
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan _': B
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 - ‘tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik -
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); R

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 o
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah S
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor_‘f'
1781); FRPRG

15. Peraturan Daerahh Nomor 8 Tahun _.2016 ' 'tentang: B
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah -
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana felah =
diubah beberapa akali dan teralhir dengan".?ératﬁ'rarl e
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua =
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun. 2016 temang o o
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi SEIee
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmaﬁ'taﬁ' I
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah SRR
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5}; . L

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun TR
2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita ~Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur = = E
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pex aturan
Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas - :
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kahmarﬁan e
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta_hun' L
2021 Nomor 42};

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun L
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Apaz atur |
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah -~ Provinsi = =~
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ==~ =
Barat Tahun 2021 Nomor 22); e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ~ATAS - -
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG -
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ‘KEPADA -APARATUR . i
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROViNSII T
KALIMANTAN BARAT. R

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur  Sipil Negara do
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Promnsz,- RS
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka vaitu angka 33, angka 34 AR

angka 35 dan angka 36, schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Ay

)

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyeienggaza'_' .
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermiah R

yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi I{ahmanta.n Barat.
Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di lingkungan Pememntah s
Provinsi Kalimantan Barat. S
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya disebut P&gawm ASN

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Per janjian - L

Kerja vang dlangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan digerahi-

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi’ tugas Negara T o

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang—undangem

Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS'. adalah. .Calon '

Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS- adalah Pegawa1 '_ : :' e

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya dzsmgk:a‘t TPF’ adalah.:_r;_ -': L
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan’ CPNS RN
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan- kesegahiez aan’ o

pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi ‘kerja, kondisi _Ler i
kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. . o
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaiah .

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang. dibentuk untuk. . 0
memberikan pelayanan kepada masyarakat beripa penyediaan barangi{f e
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungam, Se
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prmszp fzﬁsmn@z dan‘-'

produktivitas. .
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungssl tugas tanggung =

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam: suatu satuan AR

organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya dzsmgkat JP‘T adalah"

sek elompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. -

Jabatan Operatoristrasi, yang selanjutnya chsmgkat JA a{iaiah R

sekelompok Jabatan yang berisi f ungs:t dan tugas berkaitan dengan'-'-' S
pelayanan publik serta operatoristrasi pemerintahan dan pembm‘lgunan S o
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekeiampok SRR
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan .

fungsional yang berdasarkan: pada keahlian dan keterampﬂan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang mempunyaz_-_,_;"-'ZI_ S
tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan pubhk seria el

operatoristrasi pemerintahan dan pembangunan. _

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan'. REE
anggaran untuk melaksanalkan tugas dan fungsi Perangkat. Daemh yang s

dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk e
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam R

melaksanaken sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasark an pada aspek a}; ‘ﬁ:avztaS S :} 

kerja dan disiplin kerja.
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18, Aktivitas kerja Pegawai adalah pelaksanaan tugas, pokok dan - fungs1 SRR B
pegawai serta tugas kedinasan lainmya yang diberikan pimpinan.

19. Menit Kerja Efeltif dalam 1 (satu) hari adalah 330 (tiga ratus ‘tiga puluh)' -
menit.

20. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan
berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap = aktivitas yang f
disampaikan oleh bawahan.

21. Realisasi Menit Kerja Efektifi merupakan waktu penyelesman peiaksa HasAn
tugas yang telah divalidasi atasan langsung. _

22. Disiplin  Kerja adalah kesanggupan Pegaw*u dalam menaatz SR
kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan' __
ketentuan yang berlaku. o

23. Aplikasi E-Activity adalah aplikasi berbasis web milik ?ememntahﬂ
Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk melakukan -
penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawai ASN dan CPNS. = .- -

24. Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang digunakan untuk 5 :
pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masulk bel«:erja dan RN
pulang bekerja. RH

25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya EEERe
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan =~ = .
Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LI%IG’N Ry
yang ditetapkan oleh Komuisi Pemberantasan Korupsi. : -

26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara . yang selan]umya S
disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang :
disampaikan pegawai ASN dan CPNS. -

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant:. Rugl yang. R
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu. ptroses “tuntutan 0
terhadap Bendahara, Pegawai bukan - Beﬁdahmra, R R
Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan: Bendahara atau:
pengurus/penyimpan barang atau pibak ketlga yang telah o
melakukan perbuaten yang mengakibatkan 1{61 ugian keumganﬁ S
atau barang daerah. e

28. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam sa‘tuan orgamsas:i S
yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang: selanjutnya E PRI R
digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan 00
Penghasilan.

29. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pt adalah PNS yang' S
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pe jabat struktural”_ﬁ;
yang lowong,. B

30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh’ adalah’ PNS yang RN
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena{ :
pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan semeﬁtara e

31. Operator Perangkat Daerah adalah Pesawai ASN di Perangkat', S
Daerah  yang berada di bagian/bidang yang = mengurusi e
kepegawaian di Perewngkat Daerah yang bertugas mengmput data: o
pegawai sebagai data pendukung untuk aplikasi e-Activity" dan e
Presensi.

32. Hari adalah hari kerja. R
33. Penjabat selanjutnya disingkat PJ adalah pejabat sementara untuk TR
jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang melaksanakan tugas ST

pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.’ IR -
34. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan pengabaran langsung S

dari tugas dan fungsi organisasi. S
35. Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak termasul daiam mnczan iugas

pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja. R
36. Mobile Presensi adalah aplikasi pada telepon seluler yang bez*f ung31 umuk'f A

mencatat kehadiran yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai ASN dan - L
CPNS. _ o
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2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi =
sebagai berikut:

Pasal 5

(1} Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.

(2} TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan k riteria;
a. prestasi kerja;
b. beban kerja;
¢. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya,

(3} Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
PNS yang mutasi masuk ke daerah, diberikan TPP setelah melaksanakan

tugas di daerah selama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Perintah
Melaksanakan Tugas diterbitkan.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu} Pasal, yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7A

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu
CPNS Guru dan PPPK Guru yang diberikewn TPP berdasarkan beban kerja =~ -
sebesar Rp. 250.000,-/bulan (dua ratus lma puluh ribu rupiah per
bulan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I romawi XII Peraturan
Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Penilaian aktivitas kerja dihitung berdasarkan:
a. Pelaksanaan tugas;dan/atau _
b. Penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas -
pegawai yang dipimpinnya. _ o
(2} Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
unsur yang diperoleh dari pelaporan/penginputan «iktivitas - kerja
sebagaimana tugas pokok dan/atau tugas tambahan, dibuktikan dengan
formulir alk tivitas kerja harian pegawai secara manual atau secara
elektronik.

5. Ketentuan Pasal 18 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)., o
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1} Pelaporan/pen.sinputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam = -
Pasal 17 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator menit kerja efektif tiap

(2) Besaran menit kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah - -
330 (tiga ratus tiga puluh} menit setiap hari. :

HARO PERABGHRAT mg;z%fu{
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(3) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dzmaksud pada Avat o
(1) dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi e-Activity. RERIRANRRS
(4) Dalam hal jumlah menit kerja efektif yang di input telah me}e’blhl 330 S
(tiga ratus tiga puluh) menit maka kelebihan menit aktivitas- tersebut -
menjadi tambahan menit al tivitas hari berikutnya. :
(5} Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung dari hasil capaian o
Aktivitas Kerja Harian diakumulasikan dalam 1 {satu) bulan ‘dengan -
rumus: o
Aktivitas Kerja Bulanan= {(jumlah menit vang sudah divalidasi dalam 1 bulan) x 100% :
(jumlah hari kerja x wakitu kerja efektif dalam 1 harz) :

(6) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang. memmdaﬁgl e
Komunikasi dan Informatika, . -

6. Ketentuan ayat {6} dan ayat (11) Pasal 19 diubah serta diantara aya'.f(ﬁ). dan
ayat (7} disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), Sehmgga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut: e

Pasal 19

{1} Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dzmaksud dalam ERE
Pasal 18 ayat (4) dilakukan oleh: o
a. pejabat pimpinan tinggi,
b. pejabat administrator;
b. pejabat pengawas;
c. pejabat fungsional;
d. pelaksana; dan
e. CPNS. _ S
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada aya.t (1) yaitue o0 0
a. Pegawai ASN  Guru  yang : belum  menerima - ‘Tunjangan =~
Profesi / Sertifikasi; ' e
b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
c. CPNS Guru ' R
{3} Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, pelaporan/penginputan almvaiau kergaf SR N
ke dalam aplikasi dilakukan oleh pegawai yang dltugaskan pada Tata SR
Usaha Pimpinan. Shenihoie
(4) Aktivitas pegawai dapat dilapork an/diinput ke dalam aphkam e Acuvrtyl_ R
setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya. e 3
(5) Batas waktu pelaporan/penginputan laporan aktivﬂas pegawa& I
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan palmg iambat 5 (hma) R ]
hari setelah aktivitas dilakukan. R
(6) Dalam hal aktivitas kerja dilaksanakan pada akhir buiaﬁ maka pengzmaﬁ SESRRE
ke dalam aplikasi e-activity sampai dengan 3 (tiga) hari pertama buian' -
berikutnya. o
(6a) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan aktmtas ker ja,f." .
cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit tidak chk:enakan PRSI
pemotongan dengan tetap menginput aktivitas derxgan ketez angan cutl' L
tersebut ke dalam aplikasi e-activity. Pt
(6b) Khusus cuti sakit pengmputan dapat dilakukan oleh opez ate:z /Pengelola
Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah. . e
(7 Pelaporan/pengmputan aktivitas kerja sebagaimana dlmaksud pada. ayat el
(1) terdiri dari rincian: ST
a. hari/tanggal;
b. uraian aktivitas kerp pegawai;
c. jam mulai dan selesai bekerja;
d. waktu penyelesaian;
e. data pendukung aktivitas.
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(10]

(11)

Dalam keadaan tertentu, penilaian aktivitas kerja dﬂaporkan secaia S

manual,

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain:
a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsiatau

b. pegawai belum terdaftar dalam sisterm aplikasi.

Format Laporan Alktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada' |

ayat (8), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 3
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Penggunaan laporan aktivitas manunal untuk pegawai yang belum
terdaftar dalam sistem aplikasi diberikan waktu sampai dengan 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat ‘Perintah Melaksanakan Tugas - -ditetapkan,
apabila sampai dengan bulan keempat dan seterusnya belum terdaftar _
maka pembayaran tambahan penghasilannya ditunda sampai dengan
pegawai terdaftar dalam sistem aplikasi. h

7. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: '

(10)

(11)

Pasal 20

Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan
langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.

Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.

Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak laporan ' hasil
pelaksanaan tugas pegawail yang dinilai.
Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil peiaksanaan tugas
pegawai wajib disertai alasan penolakan. o
Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan 1angsung o
diberikan wakiu 3 {Uga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan. _
Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan . aktivitas kerj ja

yang ditolak maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada: e :

bulan berkenaan.

Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dﬂakukan Setelah- 5

selesai dilakukan pelaporan/penginputan.

Batas waktu pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan berkenaan oleh -
atasan langsung dilaksanakan paling lambat 5 (ima) hari per tm& pada.- o

bulan berikutnya.

Dalam hal melebihi 5 (lima} hari pertama bulan bemkutny‘a belum- S
diperiksa/divalidasi maka seluruh aktivitas pegawai bawahamaya al{an :

dinyatakan dengan keterangan diterima.

Dalam hal atasan langsung tidak mememksa/memvahdam aktmtas kerﬁ SR

bawahannya tanpa alasan yang jelas maka diberikan teguran bail lisan

maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Admlmsi:rator o

sampai dengan Pengawas.

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemerﬂ{saan/vahdasz |

terhadap aktivitas kerja yang dilakukan.

8. Ketentuan ayat (5), ayat (6} dan ayat (8) Pasal 21 diubah dan diantara’ ayat (6) |

dan

ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan avat (633) -gerta
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 21 berbunyi- sebagau' N

berikut:

(1)

Pasal 21

Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehad:{ran kerja sebanyak g =
7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma’ hma) o
jam per minggu. .
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9. Ketentuan ayat (1), ayat {2) dan ayat (3} Pasal 22 diubah sehingga fbei*buh’gfi"

Jam ker_]a Pegawai ASN dan CPNS adalah: L
a. senin — kamis pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WiB; dan -
b. jumat pukul 07.15 WIB sampai derigan pukul 16.00 WIB _
Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab atasan langsung yvang bersangkutan secara berjenjang. .

Dikecualikan dari ketentuan ayat {2) diatas pengaturan hari dan jam .

kerja pada bulan Ramadhan, sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangar.

Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan o

merekam kehadiran melalui mobile presensi atau merekam sidik

jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi eleltronik yang dilakukan -
pada waktu masuk kerja atau waktu pulang k:erja '

Dalam hal mobile presensi atau mesin presensi elektronik sebagazmana :
dimaksud pada ayat (5) mengalami gangguan/rusak atau belum tersedia -

maka pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir
mantal.

Pencatatan kehadiran menggunakan mobile presensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan pada area kantor masing- - -

masing Perangkat Daerah melalui telepon seluler yang dimiliki oleh setiap .

Pegawai ASN dan CPNS. e
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya’c 6a)
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai ASN serta CPNS yang

mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat --Daefah : uri*tuk

menggunakan mobile presensi di luar area kantor.

Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dlmaksud pada ayat {6), E_;.: o
hanya dilakukan untuk kurun wakiu paling lama 3-(tiga) bulan, ierhltung R
sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah .

Selama lurun waktu 3 (tiga) bulan masih menggunakan daftar hadir

manual, maka pada bulan keempat dan seterusnya sejak  terjadi -
kendala/tidak dapat dioperasikan, pemberian tambahan penghasﬂan o
pegawai ditunda sampai dengan kendala dapat diatasi. -

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dlmaksuéi pada ayat _(8)"_ e
terhadap Perangkat Daerah yang belum memiliki mesin presensi ~~
elektronik  dapat dibayarkan tambahan penghasilannya dengan- . -

menggunakan daftar hadir manual

sebagai berikut:

(1)

)

Pasal22

Pencatatan kehadiran melalui mobile presensi atau perekaman sidik -

jari/bagian tubuh lainnya untuk masuk kerja dilaksanakan mu}m pukul . L

06.00 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB waktu setempat. -

Pencatatan kehadiran melalui mobile presensi atau perek:aman sidik
jari/bagian tubuh lainnya untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pukui ﬁ

15.30 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan pada harx
Jumat mulai pukul 16.00 WIB.

Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pencatatan l{ehadiranf -

melalui mobile presensi atau perekaman sidik jari i/bagian - tubuh lainnya .

sebelum pukul 06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi presensi.

Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak :

berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan 1angsung i
dianggap terlambat sebanyak 150 menit. :
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10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

11.

Pasal 24

Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja
ditentukan dengan indikator yang meliputi:

a. terlambat masuk kerja,

b. pulang lebih awal dari jam kerja; dan/atau

c¢. tidak hadir.

Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar
hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas
piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang
berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang
dari kewajiban kehadiran kerja.

Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbasis elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat

Daerah. .
Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin- kerj ja, cuti
tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan,

dan perjalanan dinas luar/dalam daerah/luar negeri dan melaksanakan =

tugas kedinasan lainnya {diklat/workshop/sejenisnya), dihitung sebagai

hari masuk kerja dengan mengunggah dokumen surat dimaksud ke - o

dalam aplikasi e-Presensi yang dilakukan oleh operator/lbengelcla -
Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah, '
Pegawai ASN dan CPNS vang terlambat masuk kerja dan/atau pulang

cepat/lupa melakukan presensi dikarenakan melaksanakan tugas
kedinasan maka dianggap masuk kerja dengan melampirkan bukti surat - :
pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan R

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur imni,

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 {satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut: '

()

Pasal 25

Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). |

huruf a, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen kehadiran 1(81'_]& -

dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Wakiu Persentase
Pengurangan
1 s.d 30 menit 0.5%
31 s.d 60 menit 1%
61 s.d 90 menit 1.25%
Lebih dari 91 menit 1.5%

Pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 -

ayat (1) huruf b, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen
kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

»)
Rentang Waktu Persentase
Pengurangan

1 s.d 30 menit 0,5%
31 s.d 60 menit 1%
61 s.d 90 menit 1,25%
Lebih dari 91 menit 1,5%

BARD PERANGRAT DARRAK gsm'rw 7 SEHEA

mix—:m\ﬁ PEMRIRARSA .

S 7 VX

¥




(3)

Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 : ayat (1) huruf c,:-'-__-?_ _:'_; R
dilalkukan pengurangan TPP dari kehadiran kerja’ Sebesal TPP - per ham s

pada bulan berkenaan.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (2} diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakm ayat (7),
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

13.

Pasal 26

TPP diberikan mulai bulan Januari 2021. .
Seluruh Pegawai ASN dan CPNS melakukan input kmexja perharl ke_

dalam aplikasi e-activity dan melakukan pencatatan kehadiran ke dalam v
aplikasi e-presensi melalui mobile presenm atau mesin presens.1 aiektromk SRR

yang telah tersedia di masing-masing Perangkat Daerah. - S
Pelaksanaan penilaian aktivitas kerja dan  disiplin- kexja untuk tahap :

pertama diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhxtung mulai bulan = -
Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 dan dapat dlperpan jang 6. . -
(enam) bulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordmasz ¥

Penyusunan Instrumen Tambahan Penghasilan Pegawai.

Penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja pegawai pada tahap pertamaf'_ B
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diberikan nilai - 100% (seratus"_- C

persen).

Perpanjangan sebagaimana pada aya‘t {3) ditetapkan melalm k.eputusan'- -

Tim. o
Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dxmaksud pada ayat (3) e

menyatakan tidak dilakukan perpanjangan inaka penilaian aktivitas’ ket B

dan disiplin kerja dilaksanakan sesuai ketentuan: Peraturan Gubernur ini:

Pegawai yang melakukan input aktivitas ke dalam aplikasi. e-activity
selama masa perpanjangan kurang dari 50% (lima puluh persen) maka "

pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan .yang -

bersangkutan menyampaikan hasil. inputan altivitasnya meleb:hi 50%__-.'_'_; : ol _:-
(lima puluh persen) baik manual/aplikasi kepada“ Operator Perangkat-]_:.":

Daerah.

Ketentuan ayat (8) huruf a dan huruf b Pasal 28 dihapus dan ditambahkan 1-
{satu) ayat yakni ayat (9), ehmgga Pasal 28 berbunyi sebagai be ;'1}{11%:

Pasal 28

Pegawai ASN dan CPNS penerima TPP ditetapkan melalm Kepui:usan s

Gubemur.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Valldasz}' i B R
data dan ver1fikas1 hasil evaluasi Jabatan dari Biro Or gan1sa31 Sekretanat'i EIRCHOE

Daerah.

TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mencvalaml per ubahan kelas B
jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP. sesuai dengan. - ..
kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit ker jEi/ll’lStaIleL lama -
dan dibayarkan dengan menggunakan besatran TPP sesuai dengan kelasf-_ S
jabatan baru setelah ditetapkan kelas Jabatannya dengan Keputusan SRS R

Gubernur tentang Pemangku Jabatan.

Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal ]_0 (Selbu.luh) bulan" o

berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (4) untuk;_-..

pembayaran TPP pada bulan Desembm dapat” dlba,yarkan pada bulan B
berkenaan. '

Perhitungan TPP berdasarkan pemlaaan aktivitas kerja dan dlszphn kerja-. e
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang mempakan bacnan tldak: O

terpisahk an dari Peraturan Gubernur ini.
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14.

15.

(%)

Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan

Surat permintaan pembayaran TPP sesuai dengan Format Daftar
Penerimaan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran - VI yang .
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. - Co
Surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) :
dengan melampirkan :

a. dihapus.

b. dihapus.

c. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi- I{e:rja, Iin’ldiSl [

Ketja dan Kelangkaan Profesi yang diatur lebih lanjut secara: Leknzs
melalui Surat Edaran;

d. daftar pembayaran TPP;dan :

e. surat Keputusan Pen Jatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. []11{51 ada)

Ak tivitas kerja pegawal di upload setiap bulannya =melalui Emk o
kalbarlink/ctkaktivitas oleh operator/pengelola kepegawalsm : yan_g

ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

ditambah 2 {dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 31 berbunyi
sebhagai berikut: _ _

(1)

Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga |

Pasal 31

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setmgls.at yang :
merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj menerima TPP tambahan sebesar . -

20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagm Plt atau Pih atau”“:-_'.
Pj pada jabatan yang dirangkapnya,

Khusus Pj Kepala Daerah diberikan TPP tambahan sebesaz 20% (dua:ﬁ"'

puluh persen) dari TPP pada jabatan definitif yang dldudukznya

Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitf yang dlbemkan f:ugas__-_;-_ s
tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan: Sebesar 15%
(lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagal Plt: atau Plh pada_;_;_ e

jabatan yang dirangkapnya.

TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap s&bagal Plt atau P]h atau : S
Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pl atau F'lh atau L

Pj

ayat (1), ayat (2} dan ayat (3) diperuntukkan bagi yang men Jabat dalam’f-f
jangka waktu paling singkat 1 {(satu) bulan.

Pembayaran TPP bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Saedarso i SRR |
disetarakan dengan kelas jabatan 15 sebagaumana tercar;tum pada--’*'-' '

Lampiran ] romawi Il Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas dengan kelas’ jabatan 8 dan’
Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 dalam satu linglungan’ umt’r-_.
kerja maka pembayaran TPP bagi Pejabat Pengawas dengen kelas jabatan . =
& disetarakan besar annya dengan TPP Pejabat Pengawas dengan kelasi.'_g AR

jabatan 9 pada unit kerja yang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud: pada ayat (6) adalah o
Peja'bat Pengawas pada UPT SMA/SMK/SLB dan Pejabat Fungsmnal._--;.
jenjang Penyelia dan Ahli Pertama yang pembayarannya sesual dengan'. e R

kelas jabatan yang diduduki.

Pasal 34 berbunyi ;

(1)

Pasal 34

Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penui'i Ja,ng ”I‘PP o

yang spesifikasi teknisnya ditentukan oleh Per angkat Dael ah yang :_:.'3

membidangi Komunikasi dan Informatika, S
Aplikasi e-Activity dan e- Presensu dlSlapkan oleh Per angkat Dael ah yang' .
memb‘dangf %@ﬂ*’ﬂﬁrﬂf&:{ﬁm denr-Intormptike: : '

Hane PERANGKAT PAERA | crarpy 1 BEKDA
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16.

(3) Dalam hal mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di -
lingkungan Perangkat Daerah, maka perpindahan dan atau penempatan -

pegawai pada jabatan yang baru perlu mendapatkan persetujuan dari =

Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(4) Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantumkan kelas jabatan
pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalami mutasi harus
mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan penemipatan pada
jabatan yang baru.

(6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemangku Jabatan telah
ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang belum tercantum pada keputusan
tersebut dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta
jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP kelas jabatan 1.

{7} Untuk PNS mutasi masuk ke daeral harus membuat laporan aktivitas
kerja secara aplikasi/manual.

(8) Dalam hal PNS mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami
perubahan kelas jabatan maka pembayaran TPP PNS mutasi disesuaikan
dengan kelas jabatan baru yang diduduki,

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Dalam perhitungan komponen TPP, cuti bersama tetap dihitung sebagai = |

aktivitas kerja dan hari masuk kerja yang pen.cinputannya dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -_Peratl;irézﬂ y
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Proviigi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontlauak
pada tanggal 7

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT. &

Diundangkan ch Pontzanak
pada tanggal 7 v e

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

C e

AL LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINS] KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ¢!




VIIL

RSJ PROVINSI DAN RSJ SEI BANGI\_ONG

BESARAN TPP DOKTER SPESIALES PENERIMA T UNJANGAN PROPESI LANGE&A PADA

TPP Berdasarkan Kriteria

: Kelas C Ker: ) iondisi Ker _-Kelangk&aﬁ NI j::
No- | jabatan Basic THP (%bj?( B(:;i : Prestasi Kerja ?,2 z;séas{::ﬁ | Profedt (95% k. 1 TPP Mak&mal .
TER) (60% x Basic .E‘PP] PP Bamc'ﬁ’f’) i ST
7 Z 3 4 5 & 7 g
1. 15 Rp. 14.400.000, | Rp. 5.760.000,- | Rp. 8.540.000,- - Rp: 13:680.000,- 1 Rp-28.080.000,. :
2, 14 Rp 14.000.000,- | Rp. 5.600.000,- | Ep. 8.400.000,- - Rp. 15.300.000; 1 Rp.-27.300.000
3 13 Rp. 10.600.000, | Rp 4.240.000,- 1| Rp. 6.360.000, Rp:10.070.000,- || *Rp. 20.670.000,- |
4. 2 Rp. 10.000.000,- | Rp. 4.000.000- 1| Rp, 6.000.000,- . | Rp-9E00.000; 'R'p»lﬁ 500 000::
5. 11 Rp. 9.500.000,- | Rp. 3.800.000,- | Rp. 5.700.000,- - --Rpl 9.025.000,2 3 ‘Rp: 38;5_25-000;1.::
8. 10 Rp. 7.200.000, | #p. 2.880.000,- | Rp. 4.320.000, - - - Rpo 6840,000,: | Rpr 14,040,000, o
7. 9 Rp. 5,900.000,- | Rp. 2.760.000,- | Rp 4.140.000,- - . Rp 5.555, ooo---_ _'Rp.-';_ES‘_‘f%SS-QQQ;_' e
VIII. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BABAN'
PENDAPATAN DAERAH Ll
TPP Berdasarkan Kriteria S TRITR IS _ :
Kelas s : : S Kel&i‘i{;i«:aan o A
gy | O0% xBasic AR T {6 % Basic PP} e
1. 15 Rp. 14.400.000,- - Rp. 8.640.600,- - i .| R BE 640 {3‘@0-
2. 14 Rp. 14.000.000,- M Rp. 5.400.000,- R = : -Rpt:'_g 400 000 .
3 13 Rp. 18.600.000,. y Rp. 6.360.000,. - - 1-Rpe 6360 900~_.;§--_'
4. 2 Rp. 10.000.000,. - Rp. 6.000.000,- - - - '-Rp.__'jﬁ_._{_}QQTQDO,. R
5, i1 Rp. 9.500.000,- - Rp. 5.700.000,- - - | Bps 5700000,
5. 10 Rp. 7.200.000,- - Rp. 4.320.000,- ‘ E | Rp4.320.000,
7. 9 Rp. 6.900.000,. - | Bp. 4.140.000,- - . Rp. 4.140.000,-
B 8 Rp. 4.000.000,- - Rp. 2.400.000,- . 2 400.000,-
o 7 Rp. 3.700.000,- . Rp: 2.220.000,- . s 4R
10, & Rp. 3.600.000,- - Rp. 2.160.000,- . - Rp2 16{) GOO
11, 5 Rp. 3.500.000,- Rp. 2.100.000,- - . | Rp. 2.1 1«}{} 090
12, 4 Rp. 3.400.000,- - Rp. 2.040.000,- . - _Rp.-_:_z_.oga_,_oog,
13, 3 Rp. 3.300.000,- - Rp. 1.980.000,- - : i Rpy 980,000,
i 2 Rp. 3.250.000,- - Fp. 1.950.000,- .  Rpi1S 950 ooo
15. 1 Rp. 3.200.000,- Rp. 1.920.000,- - - : -_}Rp-ﬂil 920, ODO
IX. BESARAN TPP BAGI PEGAWAI ASN TUGAS BELAJAR
TPP Berdasarkan Kriteria _ _ R
No, | Nelas . | - Kelangkasn® | TPP Maksimal |
Beban Kerj Prestasi Kerja Kondisi Kerin Profesi: Sl rnd
i 5 7 5 3 TR
1 - - Rp.1.000.000,- - . Rp, 1000000, -}
Catatan: sesuai kemampuan keuangan daerah
. BESARAN TPP BAGI CPNS KECUALI CPNS GURU
TPP Berdasarkan Kriterlm . . B : _
Kelas I i Fo : s Kelangleaan = 4 G G
Ne | Jabatan Basic TPP (}zg};:; gzgfc _Prestast i:ierj;a . K?gcﬁs&i{;?& L profes - TPPM&L samai R
TEP) (60% x Basic TPP)-  op) (%% Bésgc-?p@j";-_;; o et
7 3 3 7 5 G Ty - s 'f
1. H Rp. 3.200.000,- | Rp. 1.280.000, . - - e Y’p T 280 OOO <
HARD PERAMGHAT DARFLAH PR i
myunT rEmRARAE A A“_’is‘im f.p . SEuDA

;

S

b

A




Xl BESARAN TPP BAGI GURU PNS YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SER TIFIKASI

Ne.

Kelas
Jabatan

TPP Beidasarkan Kriteria 0000

Beban Kerja

Presiééi'_'lﬁ:ézf' §= U

Kondisi Kerja - | o

" Profesi

TP Maksimal

1

2

4

e

1.

Rp.250.000,~

Catatar: sesual kemampuan keuangan-dagrah- .

XIL BESARAN TPP BAGI CPNS GURU DAN PPPK GURU

No.

Kelas
Jabatan

TPP Berdasarkas Kriteria .

Beban Kerja

Prestasi Ketja -

'I{cinc'ii_éézi{m"ja' SRR

1

2

4

i

Rp.250.000,-

Catatan: sesuai kemampuan keuangari'daerah - 5o s

. LGUBERNUR KALIMAN




